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ABSTRAK

Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan
Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2006 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Kemudian aturan tersebut diatas dirubah kembali menjadi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Namun
menurut hasil penelitian dan pengamatan yang akan kami tuangkan di dalam Tesis
ini menunjukkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2012, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum
dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu
diubah. Kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan survey di lapangan,
sejak munculnya PP Nomor 99 Tahun 2012 ini banyak dijumpai adanya gejolak di
dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seperti banyaknya terjadi
pembakaran LAPAS, diantaranya yang terjadi pembakaran di LAPAS Bance
Bandung, pembakaran di LAPAS Bali. Kemudian yang baru-baru ini terjadi
pelarian lebih dari 400 narapidana, yang terekspos di media masa cetak maupun
media masa elektronik. Hal ini lah merupakan akibat akibat sejak munculnya atau
diterbitkannya PP Nomor 99 Tahun 2012, yang membuat keamanan, ketertiban
umum, dan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di
dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi terganggu dan muncul
gejolak baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai key
instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara
mendalam; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan
teknik deskriptif. Dengan hasil akhir bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 masih belum bisa mengakomodasi kepentingan Hak-Hak Warga

Binaan di Indonesia.
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ABSTRACT

Whereas the provisions on the terms and procedures for remission,
assimilation and parole are regulated in Government Regulation No. 32 1999
on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Citizens of
Correctional Facilities as amended by Government Regulation No. 28/2006
concerning Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on Terms
and Procedures for the Implementation of the Right of Citizens Correctional
Penitentiary. Then these regulation was changed again to Government
Regulation of the Republic of Indonesia NO. 99 Year 2012. However, according
to the results of research and observations that we will pour in this Thesis
shows Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 Year
2012, not yet fitlly reflect the interests of security, public order, and sense
ofjustice perceived by society today, so it needs to be changed We think so
because based on the survey in the field, since the emergence of Government
Regulation No. 99 0f 2012 is found many fluctuations in the Penitentiary
(LAPAS). Like the number of fires occurred LAPAS, including the burning in
the Bance Of Bandung Base, burning in Bali s LAPAS. Then the recent escape
of more than 400 inmates, exposed in mass media and electronic media. This is
the consequence since the emergence or the issuance of Government
Regulation No. 99 of 2012, which makes security, public order, andsense of
justice for the people, especially the people in the Penitentiary (LAPAS) to be
disturbed and new turmoil The approach used in this study is a qualitative
approach. Data collection is carried out by the researcher himself as a key
instrument, data collection techniques are carried out in a way; (1) in-depth
interviews; (2) observation; and (3) documentation. For data analysis using
descriptive techniques. With the final result that Government Regulation
Number 99 of 2012 is still unable to accommodate the interests of Patronage

Rights in Indonesia.

Keywords: Juridical Review on PP NO. 99 0f 2012.
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